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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan dengan 

Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda 

menggunakan aplikasi SPSS. Pengumpulan data dilakukan melalui metode 

dokumentasi dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi bulanan 

Penerimaan Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah, dan Laporan Kinerja 

Keuangan Daerah periode 2021-2023, sehingga diperoleh 36 observasi data 

bulanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Air Tanah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan. 

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah tidak berperan sebagai variabel 

intervening yang signifikan dalam hubungan antara Penerimaan Pajak Air Tanah 

dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan, yang mengindikasikan bahwa pengaruh 

Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan bersifat 

langsung tanpa melalui mediasi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan 

reformasi sistem administrasi perpajakan, melakukan intensifikasi dan 

ekstensifikasi pemungutan Pajak Air Tanah, serta kepada Pemerintah Daerah 

untuk merumuskan strategi diversifikasi dan optimalisasi seluruh komponen 

Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal dan kinerja 

keuangan berkelanjutan daerah. 

 

Kata Kunci : Pajak Air Tanah, Kinerja Keuangan Berkelanjutan, 

Pendapatan Asli Daerah 
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This research aims to examine and analyze the effect of Groundwater Tax 

Revenue on Sustainable Financial Performance with Regional Original Revenue 

as an intervening variable at the Regional Revenue Agency of Deli Serdang 

Regency. The research method used is a quantitative approach with multiple 

linear regression analysis techniques using the SPSS application. Data collection 

was carried out through documentation methods using secondary data in the form 

of monthly realization reports of Groundwater Tax Revenue, Regional Original 

Revenue, and Regional Financial Performance Reports for the 2021-2023 period, 

resulting in 36 monthly data observations. The research results show that 

Groundwater Tax Revenue has a positive and significant effect on Sustainable 

Financial Performance. Meanwhile, Regional Original Revenue does not play a 

significant intervening variable role in the relationship between Groundwater Tax 

Revenue and Sustainable Financial Performance, indicating that the effect of 

Groundwater Tax Revenue on Sustainable Financial Performance is direct without 

mediation through Regional Original Revenue. Based on these research findings, 

it is recommended that the Regional Revenue Agency reform the tax 

administration system, conduct intensification and extensification of Groundwater 

Tax collection, and the Regional Government formulate diversification and 

optimization strategies for all components of Regional Original Revenue to 

enhance fiscal independence and sustainable regional financial performance. 

 

Keywords : Groundwater Tax, Sustainable Financial Performance, Regional 

Original Revenue 
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BAB 1 
 

 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Kinerja Keuangan daerah merupakan gambaran sejauh mana pemerintah 

daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan 

berkelanjutan. Menurut (Febriyanti, 2022), kinerja keuangan daerah merupakan 

tolok ukur penting keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran 

yang ditandai dengan efektivitas dalam menggali potensi pendapatan dan efisiensi 

dalam pengelolaan anggaran. Kinerja keuangan yang berkelanjutan sangat penting 

agar pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas fiskal jangka panjang, 

memenuhi kebutuhan pelayanan publik, serta mendukung pembangunan yang 

konsisten. 

Dalam konteks otonomi daerah, kinerja keuangan menjadi tolak ukur 

penting keberhasilan pemerintah daerah. Daerah yang memiliki kinerja keuangan 

baik ditandai dengan efektivitas dalam menggali potensi pendapatan, efisinesi 

dalam pengelolaan anggara, serta kemandirian dalam membiayai kebutuhan 

daerah tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Dengan demikian, 

kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan menjadi syarat utama bagi daerah 

dalam mewujudkan pembangunan yang mandiri dan berkesinambungan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah 

yang mencermikan kemandirian fiskal suatu daerah. Menurut Undang Undang 

Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain 
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lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli 

Daerah terhadap total pendapan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat 

kemandirian fiskal didaerah tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kinerja 

keuangan daerah. 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang 

merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola, merencanakan, 

serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak. 

Bapenda memiliki fungsi penting dalam memastikan penerimaan daerah sesuai 

dengan target yang ditetapkan, melalui kegiatan pemungutan, pengawasan, hingga 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Oleh karena itu, kinerja Bapenda 

sangat menentukan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan kinerja 

keuangan berkelanjutan daerah. 

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kab. Deli 

Serdang Tahun 2021 – 2023 (dalam Rupiah) 
 

Bulan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

 Anggaran Realisasi Persentase 

(%) 

Anggaran Realisasi Persentase 

(%) 

Anggaran Realisasi Persentase 

(%) 

Januari 118,5 M 60 M 50,6 % 125,7 M 67 M 53,3 % 138,2 M 68 M 49,2 % 

Februari 102,3 M 62 M 60,6 % 108,9 M 70 M 64,2 % 115,4 M 71 M 61,5 % 

Maret 145,2 M 66 M 45,4 % 139,4 M 75 M 53,8 % 149,7 M 75 M 50,1 % 

April 97,8 M 72 M 73,6% 115,6 M 81 M 70,0 % 107,8 M 81 M 75,1 % 

Mei 133,6 M 75 M 56,1 % 147,2 M 84 M 57,0 % 136,5 M 84 M 61,5 % 

Juni 121,4 M 78 M 64,2 % 103,8 M 88 M 84,7 % 122,3 M 89 M 72,7 % 

Juli 156,7 M 81 M 51,6 % 132,5 M 91 M 68,6 % 155,9 M 92 M 59,0 % 

Agustus 109,2 M 83 M 76,0 % 119,3 M 93 M 77,9 % 118,6 M 94 M 79,2 % 

September 128,9 M 85 M 65,9 % 141,7 M 95 M 67,0 % 131,7 M 96 M 72,8 % 

Oktober 142,1 M 87 M 61,2 % 126,4 M 98 M 77,5 % 143,8 M 99 M 68,8 % 

November 114,8 M 90 M 78,3 % 134,9 M 102 M 75,6 % 128,4 M 102 M 79,4 % 

Desember 130,5 M 87 M 66,6 % 108,6 M 97 M 89,3 % 142,7 M 93 M 65,1 % 

Total 1,501 T 926 M 61,6 % 1,504 T 1,041 T 69,2 % 1,591 T 1,049 T 65,9 % 

 
Sumber : (Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, 2023) 
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Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat adanya permasalahan serius 

terkait efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang selama 

periode 2021-2023. Meskipun secara nominal terjadi peningkatan realisasi dari Rp 

926 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 1,041 T di tahun 2022 dan Rp 1,049 T 

pada tahun 2023, namun tingkat efektivitas PAD menunjukkan fluktuasi yang 

mengkhawatirkan. Capaian efektivitas PAD hanya mencapai 61,6% pada tahun 

2021, kemudian meningkat menjadi 69,2% di tahun 2022, dan menurun menjadi 

65,9% pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya 

peningkatan, pertumbuhan efektivitas PAD tidak menunjukkan akselerasi yang 

signifikan dan masih jauh di bawah standar optimal minimal 90% yang ditetapkan 

oleh (Halim & Kusufi, 2014), mengindikasikan adanya permasalahan mendasar 

dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. 

Analisis lebih mendalam terhadap pola realisasi bulanan mengungkapkan 

adanya ketidakstabilan yang konsisten sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 

2021, persentase capaian berfluktuasi antara 50% hingga 76%, dengan pola yang 

cenderung stagnan di kisaran 60-66% selama sebagian besar tahun. Tahun 2022 

menunjukkan perbaikan dengan rentang persentase antara 50% hingga 80%, 

namun pola fluktuasi tetap terjadi tanpa menunjukkan tren peningkatan yang 

konsisten dari bulan ke bulan. Demikian pula pada tahun 2023, meskipun terdapat 

beberapa bulan dengan capaian di atas 75%, namun fluktuasi tetap terjadi dengan 

rentang persentase antara 50% hingga 70%. Ketidakstabilan ini mengindikasikan 

lemahnya konsistensi dalam strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan 
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daerah, serta menunjukkan ketidakmampuan dalam mempertahankan momentum 

penerimaan yang stabil sepanjang tahun anggaran. 

Fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya penurunan 

drastis pada bulan Desember di setiap tahun pengamatan, yang menunjukkan pola 

sistematis yang berulang. Bulan Desember 2021 mencatat capaian terendah 

sebesar 66,6% dengan realisasi hanya Rp 87 miliar dari target Rp 130,5 miliar, 

Desember 2022 menunjukkan perbaikan dengan capaian 89,3% (Rp 97 miliar dari 

target Rp 108,6 miliar), namun Desember 2023 kembali mengalami penurunan 

tajam menjadi 65,1% (Rp 93 miliar dari target Rp 142,7 miliar). Pola penurunan 

ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam perencanaan dan 

eksekusi anggaran, dimana target yang ditetapkan di akhir tahun cenderung tidak 

realistis atau terdapat kendala sistemik dalam proses pemungutan. Kondisi ini 

mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara perencanaan anggaran dengan 

kapasitas riil dalam pencapaian target, yang pada akhirnya mengancam stabilitas 

dan prediktabilitas penerimaan daerah sebagai fondasi penting dalam mewujudkan 

kinerja keuangan berkelanjutan. 

Dalam konteks kinerja keuangan berkelanjutan, ketidakstabilan efektivitas 

PAD ini bertentangan dengan prinsip fiscal sustainability yang dikemukakan oleh 

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD, 2015). OECD 

mendefinisikan keberlanjutan fiskal sebagai kemampuan pemerintah dalam 

mempertahankan kebijakan fiskal jangka panjang tanpa menimbulkan risiko krisis 

keuangan maupun penurunan kualitas pelayanan publik. Fluktuasi yang terjadi di 
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Kabupaten Deli Serdang menunjukkan ketidakprediktabilan dalam pengelolaan 

keuangan yang dapat mengancam stabilitas fiskal jangka panjang. 

Menurut (Rizky et al., 2023), efektivitas sistem perpajakan daerah sangat 

bergantung pada konsistensi dan stabilitas dalam proses pemungutan, dimana 

fluktuasi ekstrem dalam penerimaan pajak mengindikasikan lemahnya 

infrastruktur administrasi pajak dan sistem monitoring yang tidak terstandarisasi. 

Data yang menunjukkan ketidakstabilan efektivitas PAD mengindikasikan bahwa 

Kabupaten Deli Serdang belum memenuhi kriteria ini. Ketidakprediktabilan 

dalam penerimaan PAD dapat mengganggu perencanaan pembangunan jangka 

panjang dan berpotensi menciptakan ketergantungan yang lebih besar terhadap 

dana transfer dari pemerintah pusat. 

Paradoks antara surplus anggaran dengan rendahnya efektivitas PAD 

menunjukkan bahwa surplus yang terjadi bersifat semu dan bukan merupakan 

hasil dari efisiensi pengelolaan keuangan. Menurut (Hidayat, 2024) surplus 

anggaran yang berkelanjutan harus didasarkan pada kemampuan riil daerah dalam 

mengoptimalkan potensi pendapatan, bukan karena penetapan target yang terlalu 

konservatif, sehingga mencerminkan kinerja keuangan yang sesungguhnya. 

Dari perspektif teori kemandirian fiskal, (Halim, 2014) menyatakan bahwa 

daerah dengan kinerja keuangan berkelanjutan harus mampu menunjukkan tren 

peningkatan kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap total pendapatan asli 

daerah secara konsisten. Fluktuasi yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang justru 

menunjukkan ketidakmampuan dalam menjaga konsistensi pencapaian, yang 

dapat berdampak pada menurunnya tingkat kemandirian fiskal daerah. 
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Implikasi dari kondisi ini adalah meningkatnya risiko ketidakstabilan 

keuangan daerah dalam jangka panjang. Ketidakmampuan dalam 

mempertahankan efektivitas PAD yang konsisten dapat mengganggu kemampuan 

pembiayaan pembangunan berkelanjutan, mengurangi ruang fiskal untuk investasi 

infrastruktur, serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena 

itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mengoptimalkan komponen- 

komponen PAD, termasuk di dalamnya adalah peningkatan efektivitas 

pemungutan pajak daerah seperti Pajak Air Tanah yang memiliki potensi strategis 

dalam mendukung kinerja keuangan berkelanjutan. 

Salah satu jenis pajak daerah yang berperan strategis adalah pajak air 

tanah. Pajak ini dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh 

individu maupun badan usaha sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pajak 

Air Tanah tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah, tetapi juga memiliki nilai startegis karena berkaitan dengan pengelolaan 

sumber daya alam yang terbatas. Oleh sebab itu, optimalisasi pemungutan Pajak 

Air Tanah dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus menjaga 

keberlanjutan lingkungan. 

Dalam kerangka kinerja keuangan daerah, Pajak Air Tanah memiliki 

potensi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak serta efisiensi 

pengelolaan sumber daya. Pajak ini juga mencerminkan peran daerah dalam 

mengatur pemanfaatan air tanah agar lebih terukur dan berkeadilan. Dengan 

pengelolaan yang optimal, Pajak Air Tanah dapat menjadi salah satu penopang 

penting Pendapatan Asli Daerah sehingga berdampak positif terhadap pencapaian 
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kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan. 

 

Namun, realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Deli Serdang 

selama periode 2021-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tahun 2022 

mencatatkan capaian yang melampaui target, tetapi pada tahun 2021 dan 2023 

realisasinya jauh di bawah target. Fluktuasi ini menandakan masih adanya 

permasalahan dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Air Tanah, seperti 

kurang optimalnya pendataan wajib pajak, lemahnya pengawasan, atau 

menurunnya aktivitas usaha. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi dan 

starategi intensifikasi agar Bapenda mampu meningkatkan penerimaan pajak 

secara konsisten untuk mendukung kinerja keuangan berkelanjutan daerah. 

Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Pajak Air dan Tanah Daerah Kab.Deli Serdang 

Tahun 2021 – 2023 

 
Bulan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

 Anggaran Realisasi Persentase 

(%) 

Anggaran Realisasi Persentase 

(%) 

Anggaran Realisasi Persentase 

(%) 

Januari 1,62 M 448 Jt 27,6 % 1,55 M 469 Jt 30,2 % 1,76 M 1 M 56,8 % 

Februari 1,57 M 587 Jt 37,3 % 1,51 M 516 Jt 34,1 % 1,73 M 991 Jt 57,2 % 

Maret 1,59 M 514 Jt 32,3 % 2,52 M 714 Jt 28,3% 2,73 M 986 Jt 36,1 % 

April 1,58 M 543 Jt 34,3 % 3,51 M 2,1 M 59,8 % 1,72 M 742 Jt 43,1 % 

Mei 1,6 M 449 Jt 28,0 % 4,63 M 3,2 M 69,1 % 2,74 M 1,1 M 40,1 % 

Juni 1,59 M 624 Jt 39,2 % 4,24 M 3,1 M 73,1 % 1,73 M 771 Jt 44,5 % 

Juli 1,59 M 440 Jt 27,6 % 4,53 M 2,1 M 46,3 % 1,74 M 861 Jt 49,4 % 

Agustus 1,59 M 359 Jt 22,5 % 4,72 M 2,1 M 44,4 % 2,73 M 1 M 36,6 % 

September 1,58 M 677 Jt 42,8 % 4,13 M 1,6 M 38,7 % 1,96 M 609 Jt 31,0 % 

Oktober 1,59 M 542 Jt 34,0 % 5,52 M 3,6 M 65,2 % 1,83 M 780 Jt 42,6 % 

November 1,58 M 732 Jt 46,3 % 4,52 M 784 Jt 17,3 % 1,73 M 459 Jt 26,5 % 

Desember 1,58 M 469 Jt 29,6 % 3,21 M 1,3 M 40,4 % 2,88 M 1,1 M 38,1 % 

Total 19 M 6 M 31,5 % 44,59 M 22,1 M 49,5 % 25,28 M 10,5 M 41,5 % 

Sumber : (Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, 2023) 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, terungkap fenomena volatilitas ekstrem 

dalam penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Deli Serdang yang sangat 

mengkhawatirkan dari perspektif pengelolaan keuangan daerah. Fluktuasi yang 

terjadi menunjukkan pola yang sangat tidak stabil, dimulai dari capaian yang 
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sangat rendah pada tahun 2021 sebesar 31,5% dengan realisasi hanya Rp 6 miliar 

dari target Rp 19 miliar, kemudian mengalami lonjakan drastis menjadi 49,5% 

pada tahun 2022 dengan realisasi Rp 22,1 miliar yang melampaui target Rp 44,59 

miliar, dan kembali turun secara signifikan menjadi 41,5% pada tahun 2023 

dengan realisasi Rp 10,5 miliar dari target Rp 25,28 miliar. Volatilitas ekstrem ini 

mengindikasikan adanya permasalahan struktural yang serius dalam sistem 

pengelolaan dan pemungutan Pajak Air Tanah, termasuk lemahnya infrastruktur 

administrasi pajak, ketidakadekuatan dalam pendataan wajib pajak, serta 

inkonsistensi dalam mekanisme pengawasan dan prosedur pemungutan yang 

seharusnya terstandarisasi. 

Fenomena underperformance pada tahun 2021 dengan capaian hanya 

31,5% menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam identifikasi objek pajak 

dan enforcement mekanisme pemungutan. Data bulanan tahun 2021 menunjukkan 

konsistensi yang mengkhawatirkan dengan persentase capaian yang stagnan di 

kisaran 22% hingga 42%, tanpa ada upaya signifikan untuk meningkatkan kinerja 

hingga akhir tahun yang tetap rendah di 29,6%. Sebaliknya, fenomena 

overachievement pada tahun 2022 yang mencapai 49,5% justru mengindikasikan 

lemahnya perencanaan anggaran, dimana target yang ditetapkan terlalu 

konservatif atau terdapat faktor eksternal yang tidak terprediksi dalam proses 

penetapan anggaran. 

Penurunan drastis dari 49,5% pada tahun 2022 menjadi 41,5% pada tahun 

2023 semakin memperkuat argumen tentang ketidakstabilan sistemik dalam 

pengelolaan Pajak Air Tanah yang berdampak pada ketidakprediktabilan 
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penerimaan daerah. Data bulanan tahun 2023 menunjukkan konsistensi yang lebih 

baik dibandingkan tahun 2021 dengan persentase berkisar antara 26% hingga 

57%, namun tetap jauh dari target yang ditetapkan dan tidak menunjukkan tren 

perbaikan yang signifikan. Ketidakmampuan dalam mempertahankan tingkat 

capaian yang konsisten mencerminkan lemahnya kapasitas institusional dalam 

mengelola sumber daya, mempertahankan database wajib pajak yang akurat, serta 

mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Volatilitas 

yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini sangat bertentangan dengan prinsip 

certainty, consistency, dan predictability yang menjadi prasyarat fundamental 

dalam sistem perpajakan daerah yang efektif, sehingga menciptakan 

ketidakpastian dalam perencanaan anggaran dan berpotensi mengganggu 

kontinuitas program pembangunan yang pada akhirnya mengancam tercapainya 

kinerja keuangan berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang. 

Menurut teori administrasi pajak yang dikemukakan oleh (Bird & Zolt, 

2005), efektivitas sistem perpajakan daerah sangat bergantung pada konsistensi 

dan predictability dalam proses pemungutan. Fluktuasi yang sangat ekstrem 

seperti yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang mengindikasikan lemahnya 

infrastruktur administrasi pajak, termasuk sistem pendataan wajib pajak, 

mekanisme pengawasan, dan prosedur pemungutan yang tidak terstandarisasi. 

Ketidakstabilan ini bertentangan dengan prinsip dasar administrasi pajak yang 

efektif yang mensyaratkan adanya certainty dan consistency dalam 

pelaksanaannya. Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, (Mahmudi, 2019) 

menjelaskan bahwa stabilitas dan predictability dalam penerimaan pajak daerah 
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merupakan prasyarat fundamental untuk sustainable fiscal management. 

Ketidakstabilan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Air Tanah dapat 

mengganggu proses perencanaan pembangunan dan mengurangi efektivitas 

otonomi daerah dalam membiayai program-program prioritas. 

Lebih lanjut, (Novita & Arza, 2024) menekankan bahwa fluktuasi yang 

ekstrem dalam penerimaan pajak daerah mengindikasikan inkonsistensi dalam 

upaya pemungutan pajak (tax effort), yang dapat menggambarkan lemahnya 

komitmen institusional, kurangnya kapasitas teknis, atau adanya faktor-faktor 

eksternal yang mempengaruhi kinerja pemungutan. Ketidakmampuan dalam 

mempertahankan tingkat effort yang konsisten dapat menggambarkan lemahnya 

komitmen institusional, kurangnya kapasitas teknis, atau adanya faktor-faktor 

eksternal yang tidak terkontrol yang mempengaruhi kinerja pemungutan. 

Pendapat (Fernandes & Putri, 2022) menambahkan bahwa volatilitas 

dalam penerimaan pajak daerah dapat disebabkan oleh lemahnya sistem informasi 

perpajakan, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, serta belum optimalnya 

koordinasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan pemungutan pajak. 

Kondisi ini memerlukan reformasi menyeluruh dalam sistem administrasi pajak 

daerah untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. 

Implikasi dari volatilitas Pajak Air Tanah ini terhadap kinerja keuangan 

berkelanjutan sangat signifikan. Ketidakprediktabilan dalam komponen PAD 

dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran, mengganggu 

kontinuitas program pembangunan, dan berpotensi menciptakan fiscal gap yang 

dapat mengancam stabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan 
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reformasi komprehensif dalam sistem pengelolaan Pajak Air Tanah, termasuk 

perbaikan database, penguatan kapasitas institusi, dan implementasi sistem 

monitoring dan evaluasi yang lebih efektif untuk mendukung tercapainya kinerja 

keuangan berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang. 

Berdasarkan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti 

dengan judul penelitian “Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap 

Kinerja Keuangan Berkelanjutan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai 

Variabel Intervening (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Deli 

Serdang)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 
1. Tingkat efektivitas PAD mengalami penurunan dan tidak mencapai batas minimal 

90%. 

2. Jumlah realisasi PAD belom mencapai target. 

 

3. realisasi penerimaan pajak air tanah mengalami penurunan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

1. Apakah ada pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang? 

2. Apakah ada pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel 

intervening pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah 

terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah 

terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sebagai variabel intervening pada Badan Pendapatan Daerah Deli 

Serdang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Pemerintah 

 

Sebagai masukann dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan Pajak 

Air Tanah sebagai salah satu sumber PAD yang potensial. 

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah. 

 

Sebagai Bahan Evaluasi serta dasar dalam merumuskan kebijakan Pajak untuk 

meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. 

3. Bagi Peneliti 

 

Menambah Wawasan dan pemahaman penulis mengenai hubungan antara 

Penrimaan Pajak Daerah dengan Kinerja Keuangan secara Berkelanjutan 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

masalah yang sama. 



 

 

 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

 
2.1.1 Kinerja Keuangan Berkelanjutan 

 
Menurut (Setiawan et al., 2025) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah 

gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang 

mencakup aspek penghimpunan dan penyaluran dana dan diukur melalui indikator 

kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Sedangkan menurut 

(Mangkona et al., 2023) menjelaskan kinerja keuangan sebagai gambaran kondisi 

keuangan perusahaan yang dapat diketahui dari laporan keuangan yang 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan 

sumber dayanya. Sementara itu menurut (Mulyadi, 2023) mengartikan kinerja 

keuangan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu 

organisasi berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan 

merupakan gambaran efektivitas dan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

sumber daya keuangan melalui laporan keuangan yang mencerminkan kesehatan 

dan pencapaian finansial perusahaan dalam periode tertentu. Perkembangan 

konsep kinerja keuangan kemudian melahirkan paradigma baru yang lebih 

komprehensif, yaitu kinerja keuangan berkelanjutan (sustainable financial 

performance), yang tidak hanya mengukur pencapaian target periode berjalan 

tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. 
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Menurut (Zhao et al., 2023), Kinerja keuangan berkelanjutan mengacu pada 

kemampuan perusahaan untuk menciptakan kinerja ekonomi sambil mencapai 

tujuan lingkungan dan sosial secara bersamaan. Kinerja Keuangan Berkelanjutan 

merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menajaga stabilitas keuangan 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan 

kemandirian fiskal. Menurut (Halim & Kusufi, 2004), Kinerja Keuangan dapat 

diukur melalui efektivitas realisasi pendapatan, efisiensi pengelolaan anggaran, 

dan tingkat kemandirian fiskal. Hal ini menekankan bahwa Kinerja Keuangan 

yang berkelanjutan bukan hanya dilihat dari pencapaian target jangka pendek, 

tetapi juga dari kemampuan daerah dalam menjaga kesinambungan fiskal untuk 

mendukung pembangunan daerah secara terus menerus. 

Dalam perspektif global, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan 

Pembangunan (OECD,2015) mendefinisikan keberlanjutan fiskal sebagai 

kemampuan pemerintah dalam mempertahankan kebijakan fiskal jangka Panjang 

tanpa menimbulkan risiko krisis keuangan maupun penurunan kualitas pelayanan 

publik. Sejalan dengan itu, Brixi dan Shick (2002) menyatakan bahwa sustainable 

public finance berarti pemerintah mampu memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya, termasuk dalam membiayai pelayanan publik, tanpa mengorbankan 

stabilitas keuangan daerah di masa depan. Dengan demikian, Kinerja Keuangan 

berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pencapaian target keuangan 

saat ini dengan kapasitas fiskal untuk mempertahankan kinerja di masa 

mendatang. 
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2.1.2 Indikator Kinerja Keuangan Berkelanjutan 

 

Kinerja  Keuangan Berkelanjutan dapat diukur  dengan   menggunakan 

beberapa indikator utama. Menurut (Mahmudi, 2016), salah satu indikator penting 

adalah Rasio Kemandirian Fiskal, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh 

mana pemerintah   daerah  mampu membiayai  kegiatan  pemerintahan, 

pembangunan, dan  pelayanan kepada  masyarakat  dengan  mengandalkan 

kemampuan keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pihak 

eksternal. Rasio kemandirian fiskal yang semakin tinggi menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah semakin mampu mengelola keuangannya secara mandiri, 

sehingga kinerja keuangan berkelanjutan  dapat  dikatakan semakin baik. 

Kemandirian fiskal yang tinggi mencerminkan kemampuan daerah dalam 

mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti pajak 

daerah dan retribusi daerah, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya. 

Selain kemandirian fiskal, indikator lain yang tidak kalah penting adalah 

Rasio Ketergantungan Keuangan, yaitu perbandingan antara dana transfer dari 

pemerintah pusat  atau  provinsi dengan total pendapatan daerah. Rasio 

ketergantungan keuangan menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah masih 

bergantung pada sumber dana eksternal untuk membiayai kegiatan operasional 

dan pembangunan daerahnya. Menurut (Mahmudi, 2016), rasio ketergantungan 

keuangan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut masih sangat 

bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, yang mengindikasikan rendahnya 

kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya. 
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Sebaliknya, rasio ketergantungan yang rendah mencerminkan kinerja keuangan 

yang lebih baik dan berkelanjutan, karena pemerintah daerah lebih mampu 

membiayai kebutuhan pembangunannya dengan mengandalkan sumber 

pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, sehingga tidak mudah 

terpengaruh oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat. 

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

berkelanjutan adalah Rasio Desentralisasi Fiskal, yaitu perbandingan antara 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio 

desentralisasi fiskal mengukur tingkat kewenangan dan kemampuan pemerintah 

daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya 

sendiri sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Menurut (Mahmudi, 

2016), rasio desentralisasi fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan 

desentralisasi fiskal di daerah tersebut berjalan dengan baik, yang berarti 

pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Semakin tinggi rasio 

desentralisasi fiskal, maka semakin besar pula kontribusi Pendapatan Asli Daerah 

terhadap total pendapatan daerah, yang mencerminkan kemandirian dan 

keberlanjutan kinerja keuangan daerah dalam jangka panjang. Rasio ini penting 

untuk menilai keberhasilan implementasi otonomi daerah dan kemampuan 

pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri dan 

berkelanjutan. 
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2.2 Pendapatan Asli Daerah 

 

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerahnya 

sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain berasal dari hasil pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak sangat berperan 

penting bagi penerimaan kas negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya 

untuk meningkatkan dan menggali potensi yang ada. Dengan adanya pendapatan 

asli daerah diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap 

bantuan pusat, karena itu daerah diberikan wewengan untuk lebih menggali potensi 

daerahnya masing masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, terkaitan 

perimbangan keuangan daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah 

pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang- undangan. 

Berikut adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : 

 

1. Pajak Daerah 

 

Pajak Daerah merupakan pungutan daerah yang dipungut berdasarkan aturan 

pemerintah daerah yang hasilnya dikeluarkan untuk pengeluaran umum yang 

balasan jasanya tidak langsung diberikan tetapi pelaksanannya dipaksakan. 
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2. Retribusi Daerah 

 

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang secara sah sebagai 

pembayaranya pemakaian atas memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik 

pemerintah daerah yang bersangkutan dengan kata lain retribusi daerah adalah 

pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk 

memenuhi permintaan masyarakat. 

3. Hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

Hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih daerah 

berupa dana pembangunan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor 

ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang memiliki sifat dalam suatu 

kesatuan produksi, menambah pendapatan daerah, menyelenggarakan 

pemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian daerah. 

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak 

terasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain- 

lain pendapaan daerah yang sah memiliki sifat pembuka bagi pemerintah 

daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan yang bertujuan untuk 

menunjang dan menetapkan kebajikan daerah disuatu bidang tertentu. 

2.3 Pajak Daerah 

 
Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan 

Undang-Undang, bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung 
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kepada pembayar pajak, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah demi kesejahteraan rakyat (Mardiasmo,2016). Pajak memiliki dua 

fungsi utama, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber pendapatan bagi negara 

maupun daerah, serta fungsi regulerend sebagai alat pengatur perekonomian dan 

perilaku masyarakat (Harjo,2013). 

Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) kemudian memperbarui 

ketentuan mengenai jenis dan mekanisme pemungutan pajak daerah agar lebih 

sederhana dan terintegrasi. 

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Pajak ini menjadi instrumen penting untuk mendukung 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Menurut Halim (2014), semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD, 

maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Oleh karena 

itu, optimalisasi pemungutan pajak daerah sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, serta 
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dalam mendukung kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan. 

 

2.3.1 Pajak Air Tanah 

 

Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) menyatakan bahwa Pajak 
 

Air Tanah merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau 
 

pemanfaatan air yang ada di bawah permukaan tanah. Pajak ini dikenakan atas 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi maupun badan. 

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah yang ditetapkan 

berdasarkan volume atau jumlah pengambilan, kualitas air, serta lokasi sumber 

air. 

Menurut Mardiasmo (2016), pajak daerah termasuk Pajak Air Tanah 

memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan (budgetair function) dan 

sebagai instrumen pengendalian (regulerend function). Dalam konteks budgetair, 

Pajak Air Tanah berfungsi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan 

dalam konteks regulerend, pajak ini berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan 

air tanah agar tidak berlebihan serta memperhatikan aspek lingkungan hidup. 

Dengan demikian, Pajak Air Tanah tidak hanya berkontribusi terhadap 

penerimaan daerah, tetapi juga berhubungan dengan pengelolaan sumber daya 

alam secara berkelanjutan. 
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2.3.2 Objek dan Pengecualian Pajak Air Tanah 

 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) menyatakan bahwa 

Objek dari Pajak Air Tanah (PAT) adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip polluter pays 

principle (PPP) yang dikemukakan oleh Pigou (1920), di mana masalah eksternal 

yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam harus ditransformasikan 

menjadi biaya internal bagi pihak yang memanfaatkannya. Dalam konteks air 

tanah, pemanfaatan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti 

penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan kerusakan lingkungan. 

Namun, terdapat beberapa objek yang dikecualikan atau tidak dikenai pajak 

air tanah, di antaranya: 

1. Keperluan dasar rumah tangga 

 

2. Pengairan pertanian rakyat 

 

3. Perikanan rakyat 

 

4. Peternakan rakyat 

 

5. Keperluan keagamaan 

 

6. Keperluan pemadam kebakaran 

 

7. Keperluan Pemerintah, Pemerintah DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah 

lainnya 

Pengecualian ini mencerminkan prinsip keadilan sosial, di mana kebutuhan 

dasar masyarakat tidak dibebani dengan pajak lingkungan. Hal ini sesuai dengan 

temuan (Chien et al., 2021) yang menyatakan bahwa pajak lingkungan harus 

dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi emisi polutan dan mengoptimalkan 
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struktur energi tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat menengah ke 

bawah. 

Sebagai ilustrasi, apabila seseorang menggunakan air tanah untuk keperluan 

mandi atau mencuci dalam lingkup rumah tangga, aktivitas tersebut tidak 

dikenakan pajak karena termasuk dalam keperluan dasar yang dikecualikan. 

Namun, jika seseorang membuka usaha komersial seperti usaha cuci mobil atau 

industri yang menggunakan air tanah sebagai sumber utama, maka wajib 

membayarkan pajak air tanah. Pembedaan ini dimaksudkan agar pajak lingkungan 

tidak membebani konsumsi dasar masyarakat, tetapi tetap efektif dalam 

mengendalikan eksploitasi air tanah untuk kepentingan komersial. 

2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah 

 

Subjek PAT adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib PAT adalah orang 

pribadi dan/atau badan yang berkewajiban membayar pajak tersebut. Identifikasi 

subjek dan wajib pajak ini penting dalam konteks penegakan regulasi lingkungan. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) menjelaskan bahwa 

regulasi lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi 

inovasi, menerapkan pengetahuan eksternal, dan mengimplementasikan sistem 

manajemen lingkungan. Dalam konteks PAT, subjek pajak diharapkan tidak 

hanya memenuhi kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga mengadopsi praktik 

pengelolaan air yang lebih efisien dan berkelanjutan. 

Pembedaan antara subjek dan wajib pajak juga memiliki implikasi hukum. 

Subjek pajak merujuk pada entitas yang melakukan aktivitas pemanfaatan air 
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tanah, sementara wajib pajak adalah pihak yang secara legal bertanggung jawab 

atas pembayaran pajak. Dalam beberapa kasus, keduanya dapat merujuk pada 

entitas yang sama, namun dalam situasi tertentu—misalnya dalam kontrak 

penyewaan lahan—subjek dan wajib pajak dapat berbeda. 

2.3.4 Penerapan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah 

 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) menyatakan Pajak Air 

Tanah dikenakan tarif sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah. Penetapan tarif 

ini merupakan hasil pertimbangan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek 

teknis, ekonomi, dan lingkungan. 

Nilai perolehan air tanah dihitung dari hasil perkalian antara harga air baku 

dengan bobot air tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya 

pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah, yang mencakup biaya 

monitoring kualitas air, pengelolaan daerah resapan, dan upaya konservasi. 

Sementara itu, bobot air tanah ditentukan berdasarkan beberapa faktor kritis, 

yaitu: 

1. Jenis sumber air: Air tanah dangkal atau dalam memiliki karakteristik dan 

tingkat kerentanan yang berbeda 

2. Lokasi sumber air: Wilayah dengan kelangkaan air memiliki bobot yang lebih 

tinggi 

3. Lokasi pengambilan air: Jarak dari daerah resapan dan zona konservasi 

 

4. Volume air yang diambil: Semakin besar volume, semakin tinggi dampak 

lingkungan 
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5. Kualitas air: Air dengan kualitas lebih baik memiliki nilai ekonomi lebih 

tinggi 

6. Tingkat kerusakan lingkungan: Dampak penurunan muka air tanah dan 

subsidensi 

Pendekatan multi-faktor ini sejalan dengan temuan (Bashir et al., 2021) yang 

menyatakan bahwa pajak lingkungan harus dirancang untuk mencerminkan biaya 

eksternal dari pemanfaatan sumber daya alam, termasuk biaya pemeliharaan, 

pengendalian, dan dampak lingkungan jangka panjang. 

Lebih lanjut, penerapan tarif 20% ini dimaksudkan untuk menciptakan efek 

insentif bagi pelaku usaha. Menurut (Zhao et al., 2023) pajak lingkungan yang 

tepat dapat mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi hijau, meningkatkan 

efisiensi penggunaan sumber daya, dan mencapai win-win situation antara 

manfaat ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks PAT, tarif ini diharapkan dapat 

mendorong pengguna air tanah untuk: 

1. Mengadopsi teknologi hemat air 

 

2. Menggunakan sumber air alternatif seperti air hujan atau air daur ulang 

 

3. Melakukan investasi pada sistem pengolahan air yang lebih efisien 

 

4. Mengurangi pemborosan air dalam proses produksi 

 
2.4 Hubungan Antar Variabel 

 
Pajak daerah merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kapasitas fiskal suatu 

daerah. Menurut Mardiasmo (2016), pajak memiliki fungsi budgetair yaitu 

sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak Air 
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Tanah, sebagai salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memiliki 

peran strategis dalam meningkatkan PAD. Semakin besar penerimaan Pajak Air 

Tanah yang berhasil dipungut, maka semakin besar pula PAD yang dapat 

digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian fiskal 

suatu daerah. Menurut Halim (2014), semakin besar kontribusi PAD terhadap 

total pendapatan daerah, semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai 

pengeluarannya. Oleh karena itu, penerimaan Pajak Air Tanah yang optimal akan 

meningkatkan PAD, dan peningkatan PAD ini pada akhirnya berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, PAD dapat menjadi variabel 

perantara yang menjembatani pengaruh Pajak Air Tanah terhadap kinerja 

keuangan berkelanjutan. 

Kinerja keuangan berkelanjutan menggambarkan kemampuan daerah dalam 

menjaga efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal secara konsisten dari waktu 

ke waktu. Menurut Halim dan Kusufi (2014), kinerja keuangan dapat dinilai 

melalui rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian. Dalam perspektif global, 

OECD (2015) menekankan bahwa keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) 

adalah kemampuan pemerintah untuk mempertahankan stabilitas keuangan jangka 

panjang tanpa menimbulkan risiko krisis. Dengan demikian, penerimaan Pajak Air 

Tanah yang meningkat, baik secara langsung maupun melalui kontribusinya 

terhadap PAD, akan memperkuat kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan. 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

 
No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Dea Juliana S Pengaruh Penerimaan 

Pajak Hotel Dan Pajak 

Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah 

(PAD) Kabupaten Deli 

Serdang. 

Pajak hotel secara signifikan berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah. Pajak 

restoran berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. Pajak hotel dan 

Pajak restoran secara bersamaan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pendapatan 

asli 
daerah. 

2 Herdiyani Pengaruh Pajak Hotel, 

Restoran Dan Air 

Tanah Terhadap 

Pendapatan  Asli 

Daerah (PAD) Di 

Kabupaten Sleman 

Pajak hotel memiliki arah positif namun 

tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah dan pajak restoran memiliki arah 

positif namun tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah serta variabel pajak 

air tanah memiliki arah positif tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah. Hasil dari pengujian simultan dari 

variabel pajak hotel, restoran dan air tanah 

berpengaruh positif terhadap 
pendapatan asli daerah. 

3 Siti 

Hardiningtya 

Yasmin 

Pengaruh Pajak Hotel, 

Pajak Restoran Dan 

Pajak Hiburan 

Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota 

Medan 

Pajak Hotel berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak 

Restoran berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan 

berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Dan Pajak Hotel, 

Pajak Restoran dan Pajak Hiburan 

berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota 
Medan. 

4 Kiki Clarisya 

Widyawati 

Pengaruh Pajak Dan 

Retribusi Daerah 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah Di Jawa 

Tengah (Sebelum Dan 

Pada Saat Pandemi 

COVID-19) 

Pajak Daerah berpengaruh signifikan 

positif terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah, sedangkan Retribusi 

Daerah berpengaruh signifikan negative 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah. Selain 

itu, tidak terdapat perbedaan signifikan 

yang terjadi terhadap Pajak dan Retribusi 

Daerah sebelum dan pada saat pandemic 

COVID-19. Namun, diketahui terdapat 

perbedaan yang signifikan pada Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan pada 

saat pandemic COVID-19. 
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2.5 Kerangka Berpikir Konseptual 

 

Kerangka pemikiran konseptual dalam penelitian ini disusun untuk 

menjelaskan alur hubungan antar variabel yang diteliti, yaitu Pajak Air Tanah (X), 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Z), dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y). 

Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi penerimaan 

Pajak Air Tanah, maka semakin besar pula sumbangan PAD bagi daerah. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2016) yang menyatakan bahwa pajak 

berfungsi sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. 

PAD sendiri mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Halim (2014) 

menegaskan bahwa semakin besar PAD terhadap total pendapatan daerah, 

semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai pembangunan. Oleh karena 

itu, Pajak Air Tanah dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui PAD. Peningkatan PAD akan 

memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk 

membiayai pelayanan publik dan pembangunan, sehingga dapat memperkuat 

kinerja keuangan yang berkelanjutan. 

Kinerja keuangan berkelanjutan dalam penelitian ini diukur melalui 

efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal (Halim & Kusufi, 2014). Dalam 

perspektif OECD (2015), keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) merupakan 

kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang tanpa 

mengorbankan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kerangka pemikiran 
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Penerimaan Pajak 

Air Tanah 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan 

 

 

 

 
 

penelitian ini mengasumsikan bahwa Pajak Air Tanah berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan berkelanjutan, baik secara langsung maupun melalui PAD 

sebagai variabel intervening. 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual 

2.6 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang akan diuji 

kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan 

diketahui setelah dilakukan penelitian. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang. 

2. Ada pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel intervening 

pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang. 



 

 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena berfokus pada data 

numerik berupa laporan keuangan daerah yang kemudian dianalisisi dengan alat. 

Menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif bertujuan menguji hipotesisi 

melalui pengolahan data angka secara objektif. Dalam hal ini, penelitian 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak air tanah (variabel X) 

terhadap kinerja keuangan berkelanjutan (variabel Y) melalui pendapatan asli 

daerah (PAD) sebagai intervening (Z). 

Pendekatan yang digunakan adalah Asosiatif Kausal, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar variable. Dalam 

penelitian ini, Pajak Air Tanah (X) diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (Z) dan selanjutnya memengaruhi Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y), 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

3.2 Definisi Operasional 

 
Definisi operasional variabel digunakan untuk memberikan batasan yang 

jelas mengenai konsep-konsep yang diteliti agar dapat diukur secara tepat sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel utama, yaitu: 

variabel independen (X), variabel intervening (Z), dan variabel dependen (Y). 
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1. Penerimaan Pajak Air Tanah (X) 

 

Penerimaan pajak air tanah merupakan jumlah pajak yang diterima pemerintah 

dari pemanfaatn air tanah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Variabel 

ini diukur melalui beberapa indokator, yaitu realisasi penerimaan pajak air tanah, 

tingkat efektivitas pemungutan pajak air tanah dan tingkat pertumbuhan 

penerimaan pajak air tanah (Asmandani & Wicaksono, 2022). Skala pengukuran 

yang digunakan adalah Rasio. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Z) 

 

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari 

potensi ekonomi lokal, termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah dan lain lain. Dalam penelitian ini, PAD diperlakukan sebagai 

variabel intervening yang memediasi hubungan antara penerimaan pajak air tanah 

dan kinjerja keuangan daerah. Indikator pengukuran meliputi realisasi PAD, 

tingkat pertumbuhan PAD dan rasio efektivitas PAD. Skala pengukuran adalah 

Rasio. 

3. Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y) 

 

Kinerja keuangan berkelanjutan merupakan ukuran kemampuan daerah dalam 

mengelola anggaran daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 

yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Ariska & Shinta, 

2025). Indikator pengukuran mencakup rasio kemandirian fiskal, rasio 

ketergantungan keuangan dan rasio ketergantungan desentralisasi fiskal 

(Mahmudi, 2016). Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio. 
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Tabel 3. 1 Definisi Operasional 

 
Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

Penerimaan Pajak 

Air Tanah (X) 

Jumlah pajak yang 

diterima dari 

pengambilan/pemanfaatan 

air tanah sesuai peraturan 

daerah 

1. Realisasi penerimaan 

pajak air tanah 

2. Tingkat efektivitas 

pemungutan pajak air 

tanah 

3. Tingkat Pertumbuhan 

penerimaan pajak air 

tanah 

(Asmandani & Wicaksono, 

2022) 

Rasio 

Pendapatan Asli 

Daerah (Z) 

Pendapatan daerah yang 

bersumber dari potensi 

ekonomi lokal seperti pajak 

daerah, retribusi, dan 

lainnya. 

1. Realisasi PAD 

2. Tingkat Pertumbuhan 

PAD 

3. Rasio Efektivitas PAD 

(Halim, 2014) 

Rasio 

Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan (Y) 

Ukuran kemampuan daerah 

dalam mengelola anggaran 

daerah untuk mencapai 

tujuan pembangunan 

berkelanjutan  yang 

menyeimbangkan aspek 

ekonomi, sosial, dan 

lingkungan 

1. Rasio kemandirian fiskal 

2. Rasio ketergantungan 

keuangan 

3. Rasio desentralisasi fiskal 

(Mahmudi, 2016) 

Rasio 

 

 
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah {BAPENDA) 

Kabupaten Deli Serdang, karena instansi tersebut berwenang dalam pengelolaan 

Pajak Air Tanah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemilihan lokasi ini juga 

didasarkan pada ketersediaan data yang relevan dengan penelitian. 

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 dengan 

menggunakan data sekumder berupa laporan realisasi penerimaan Pajak Air 

Tanah, PAD, dan Laporan Kinerja Keuangan daerah periode 2021-2023. 
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Tabel 3. 2 Waktu Penelitian 
 

Jadwal 

Kegiatan 

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Jadwal 

Kegiatan 
                                

Pengajuan 

Judul 
                                

Pembuatan 

Tugas akhir 
                                

Bimbingan 

Tugas akhir 
                                

Seminar 

Tugas akhir 
                                

Pengumpul 

an Data 
                                

Bimbingan 

Tugas akhir 
                                

Sidang 

MejaHijau 
                                

 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Laporan Keuangan 

bulanan daerah Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan penerimaan Pajak 

Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kinerja Keuangan. Populasi 

mencakup data bulanan dari tahun 2021 hingga 2023, sehingga total populasi 

adalah 36 bulan pengamatan. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu 

seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data realisasi bulanan Penerimaan Pajak Air Tanah, Realisasi 

PAD bulanan, serta Laporan Keuangan Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Deli 

Serdang periode Januari 2021 hingga Desember 2023, dengan total 36 observasi 

data bulanan. 

Pemilihan periode tiga tahun (2021-2023) didasarkan pada beberapa 

pertimbangan: 
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1. Periode Pasca Pandemi COVID-19 : Tahun 2021 dipilih sebagai tahun 

awal karena merupakan fase pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID- 

19, sehingga dapat mengamati pola penerimaan pajak daerah dalam 

kondisi ekonomi yang mulai pulih dan stabil. 

2. Ketersediaan Data Terkini: Data tahun 2021-2023 merupakan data terbaru 

dan paling relevan yang tersedia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang pada saat penelitian dilakukan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan dara dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

dokumentasu, yaitu mengumpulkan data sekunder berupa laporan realisasi 

penerimaan Pajak Air Tanah, Laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

serta laporan kiberja keuangandaerah Kabputaen Deli Serdang. 

Data diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi yang berwenang, serta dokumen publik 

lain yang relevan dengan penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian 

menggunakan data historis yang sudah tersedia dan dapat diakses secara resmi. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan 

menggunakan metode statistik. 

1. Uji Asumsi Klasik 

 

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dipastikan bahwa data 

memenuhi asumsi klasik, yaitu: 
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1) Uji Normalitas 

 

Dalam Uji Normalitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variable independent dan variable dependen keduanya 

mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang 

baik adalah memliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian 

ini menggunakan normal P-Plot. Suatu variable dikatakan normal jika gambar 

distribusi dengan titik titik data searah mengikuti garis diagonal. Tes 

Kolmogorov-Ssmirnov adalah instrument analisis yang digunakan dalam tes ini. 

Syarat dalam uji ini adalah: 

a. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 (Sig <0,05), maka 

distribusi residul data tidak normal 

b. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 (Sig > 0.05), maka 

distribusi residual data normal. 

2) Uji Multikolinearitas 

 

Dalam Uji Multikolonearitas digunakan untuk mengetahui hubungan 

korelasi antara variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variable independen. Uji Multikolinearitas dapat 

dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan 

Variance Inflating Factor (VIF). Batas dari VIF aadalah 10 dan nilai 

tolerance value adalah 0,1. Dengan Uji Asumsi: 

a. Jika nilai VIF > dari 10 dan nilai tolerance value < 0,1 maka terjadi 

multikolinearitas. 

b. Jika nilai VIF < dari 10 dan nilai tolerance value < 0,1 maka tidak 
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terjadi multikolinearitas. 

 

3) Uji Heteroskedastisitas 

 

Dalam Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji dan 

mengetahui apakah tyerjadi ketidaksaam variance dan residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan cara melihat grafik Scatter-Plot. 

4) Uji Autokorelasi 

 

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan (korelasi) antara error (residual) pada periode sekarang dengan 

periode sebelumnya dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak 

mengalami autokorelasi, sehingga residual bersifat acak. Uji yang 

digunakan adalah Durbin -Watson (DW Test) dengan kriteria: 

a. Nilai DW mendekati 2 = tidak ada autokorelasi. 

 

b. Nilai DW < 2 = terdapat autokorelasi positif. 

 

c. Nilai DW > 2 = terdapat autokorelasi negative. 

 

Dengan demikian, jika nilai DW hasil perhitungan berada di sekitar 

angka 2, maka model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi. 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X 

 

= Penerimaan Pajak Air Tanah) terhadap variabel dependen (Y = Kinerja 

Keuangan Berkelanjutan), baik secara langsung maupun melalui variabel 

intervening (Z = PAD). Model regresi yang digunakan adalah: 
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• Model 1 (Pengaruh X terhadap Z): 

 

Z=α1+β1X+e1 

 

• Model 2 (Pengaruh X dan Z terhadap Y): 

 
Y=α2+β2X+β3Z+ Z+e2 

 

Keterangan: 

 

• ZZZ = Pendapatan Asli Daerah 

 

• YYY = Kinerja Keuangan Berkelanjutan 

 

• XXX = Penerimaan Pajak Air Tanah 

 

• α\alphaα = konstanta 

 

• β\betaβ = koefisien regresi 

 

• e = error 

 
3. Uji Sobel (Mediation Test) 

 

Untuk menguji apakah PAD (Z) benar-benar berperan sebagai variabel mediasi 

antara penerimaan pajak air tanah (X) dan kinerja keuangan berkelanjutan (Y), 

digunakan Uji Sobel. 

Rumus Sobel: 

 

𝑧 = a x b  

Keterangan: 
 

• aaa = koefisien regresi X terhadap Z 

 

• bbb = koefisien regresi Z terhadap Y 

 

• SaSaSa = standar error koefisien a 

 

• SbSbSb = standar error koefisien b 
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• Nilai Z dibandingkan dengan nilai kritis 1,96 (taraf signifikansi 5%). Jika 

Z>1,96,maka mediasi signifikan. 

4. Uji Hipotesis 

 

• Uji t (parsial): untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Rumus t-hitung:  

𝑡 = 𝛽 SE(𝛽) 

 

dengan keputusan: jika t hitung > ttabel, maka hipotesisi diterima. 

• Uji F (simultan): untuk melihat pengaruh semua variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Rumus F-hitung: 
𝑅2/𝐾 

𝐹 = 
(1 − R2)/ (𝑛 − 𝑘 − 1) 

 
 

dengan keputusan: jika Fhitung>Ftabel,maka model regresi signifikan. 

 

• Koefisien Determinasi (R²): digunakan untuk melihat seberapa besar 

variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai R² mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik. 



 

 

 

BAB 4 

 

HASIL PENELITIAN 
 

4.1 Deskripsi Data 

 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

Kabupaten Deli Serdang yang merupakan instansi pemerintah daerah yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan 

daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Bapenda 

memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Objek penelitian yang digunakan adalah data realisasi penerimaan 

Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan indikator Kinerja 

Keuangan Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang periode 2021-2023. 

Pemilihan periode tiga tahun ini didasarkan pada ketersediaan data terkini, 

kelengkapan laporan keuangan yang telah diaudit dan pasca pandemi. 

4.1.2 Karakteristik Data Penelitian 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersumber dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Deli 

Serdang tahun 2021-2023 

2. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2021-2023 
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3. Laporan Kinerja Keuangan Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang 

tahun 2021-2023 

Data yang dikumpulkan berupa data bulanan selama periode 

penelitian, sehingga diperoleh 36 observasi (3 tahun × 12 bulan). 

Penggunaan data bulanan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang 

lebih detail mengenai pola dan tren penerimaan pajak serta kinerja 

keuangan berkelanjutan. 

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

 

4.1.3.1 Penerimaan Pajak Air Tanah (X) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang periode 2021-2023, realisasi penerimaan Pajak 

Air Tanah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Berikut data 

variabel Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2021-2023 : 

Tabel 4. 1 Penerimaan Pajak Air Tanah 2021-2023 (dalam Rupiah) 
 

Bulan 2021 2022 2023 

Januari 448,718,089 469,463,942 1,083,406,914 

Februari 587,629,051 516,412,118 991,259,688 

Maret 514,059,524 714,264,914 986,761,835 

April 543,653,959 2,176,494,290 742,103,344 

Mei 449,607,206 3,256,933130 1,109,914,706 

Juni 624,639,774 3,176,845,959 771,170,629 

Juli 440,523,007 2,141,156,439 861,441,466 

Agustus 359,057,361 2,170,577,492 1,002,406,731 

September 677,423,942 1,665,627,744 609,495,273 

Oktober 542,877,458 3,672,398,881 780,091,116 

November 732,843,225 784,568,651 459,814,425 

Desember 469,418,248 1,383,625,861 1,181,650,783 

Sumber : (Laporan Keuangan Bapenda Deli Serdang, 2025) 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa, pada tahun 2021 

total realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp 6 miliar dari target Rp 19 
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miliar atau hanya mencapai 31,5%. Tahun 2022 mengalami 

peningkatan drastis dengan realisasi mencapai Rp 22,1 miliar dari target 

Rp 44,59 miliar atau 49,5%, yang menunjukkan pencapaian melebihi 

target. Namun pada tahun 2023, realisasi kembali menurun menjadi Rp 

10,5 miliar dari target Rp 25,28 miliar atau hanya 41,5%. 

Volatilitas ini mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam 

sistem pemungutan dan pengelolaan Pajak Air Tanah, yang dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, fluktuasi 

aktivitas usaha yang menggunakan air tanah, atau lemahnya sistem 

monitoring dan evaluasi. 

4.1.3.2 Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Z) 

 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang selama 

periode 2021-2023 menunjukkan tren peningkatan nominal namun 

dengan tingkat efektivitas yang belum optimal. Berikut data variabel 

Pendapatan Asli Daerah tahun 2021-2023 : 

Tabel 4. 2 Pendapatan Asli Daerah 2021-2023 (dalam Rupiah) 
 

Bulan 2021 2022 2023 

Januari 60,198,954,344 67,712,623,562 68,205,908,662 

Februari 62,977,367,622 70,837,821,572 71,353,873,677 

Maret 66,681,918659 75,004,752,253 75,551,160,364 

April 72,238,745,213 81,255,148,274 81,847,090,394 

Mei 75,017,158,491 84,380,346,285 84,995,055,409 

Juni 78,721,709,528 88,547,276,966 89,192,342,096 

Juli 81,500,122,805 91,672,474,976 92,340,307,111 

Agustus 83,352,398,323 93,755,940,316 94,438,950,455 

September 85,204,673,842 95,839,405,657 96,537,593,798 

Oktober 87,983,087,119 98,964,603,667 99,685,558,813 

November 90,761,500,397 102,089,801,678 102,833,523,828 

Desember 81,500,122,810 91,672,474,982 92,340,307,116 

Sumber : (Laporan Keuangan Bapenda Deli Serdang, 2025) 
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa, tahun 2021 mencatat 

realisasi PAD sebesar Rp 926 miliar dari target Rp 1.501 triliun 

(61,6%), tahun 2022 meningkat menjadi Rp 1.041 triliun dari target Rp 

1.504 triliun (69,2%), dan tahun 2023 mencapai Rp 1,049 triliun dari 

target Rp 1.591 triliun (65,9%). 

Meskipun terdapat peningkatan realisasi dari tahun ke tahun, 

namun tingkat efektivitas PAD masih jauh di bawah standar optimal 

minimal 90% yang ditetapkan oleh (Halim & Kusufi, 2014). Data 

bulanan juga menunjukkan fluktuasi yang konsisten sepanjang periode 

pengamatan, dengan pola penurunan drastis yang terjadi pada bulan 

Desember setiap tahunnya. 

4.1.3.3 Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y) 

 

Kinerja Keuangan Berkelanjutan dalam penelitian ini diukur 

menggunakan Rasio Desentralisasi Fiskal, yaitu perbandingan antara 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. 

Pemilihan indikator ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. 

Pertama, rasio desentralisasi fiskal mampu mengukur tingkat 

kemandirian dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber 

keuangan sendiri sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah 

(Mahmudi, 2016). Kedua, indikator ini memiliki relevansi langsung 

dengan fokus penelitian yang menganalisis kontribusi Pajak Air Tanah 

terhadap PAD dan dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah. 

Ketiga, data yang dibutuhkan untuk perhitungan (PAD dan Total 
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Pendapatan Daerah) tersedia secara lengkap dan konsisten dalam 

laporan keuangan bulanan Kinerja Keuangan Berkelanjutan tahun 

2021-2023 : 

Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan Berkelanjutan Melalui Rasio 

Desentralisasi Fiskal Bapenda Periode 2021-2023 
 

Bulan 2021 2022 2023 

Januari 26.17 27.92 27.23 

Februari 26.17 27.92 27.23 

Maret 26.17 27.92 27.23 

April 26.17 27.92 27.23 

Mei 26.17 27.92 27.23 

Juni 26.17 27.92 27.23 

Juli 26.17 27.92 27.23 

Agustus 26.17 27.92 27.23 

September 26.17 27.92 27.23 

Oktober 26.17 27.92 27.23 

November 26.17 27.92 27.23 

Desember 26.17 27.92 27.23 

Sumber : (Laporan Keuangan Bapenda Deli Serdang, 2025) 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa, data laporan 

keuangan periode 2021-2023, Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten 

Deli Serdang menunjukkan kondisi yang masih rendah. Pada tahun 

2021, rata-rata rasio desentralisasi fiskal berkisar 26,17%, meningkat 

menjadi 27,92% pada tahun 2022, kemudian menurun sedikit menjadi 

27,23% pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, 

angka-angka ini masih jauh dari standar optimal yang mengindikasikan 

kemandirian fiskal yang kuat. 

Menurut (Mahmudi, 2016), rasio desentralisasi fiskal yang 

tinggi mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara mandiri, sehingga 

semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka 
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semakin baik pula kinerja keuangan berkelanjutan daerah tersebut. 

Kondisi Kabupaten Deli Serdang yang menunjukkan rasio masih di 

bawah 70% mengindikasikan bahwa daerah masih cukup bergantung 

pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan memerlukan upaya 

optimalisasi PAD termasuk dari sektor Pajak Air Tanah untuk 

meningkatkan kemandirian fiskal dan mewujudkan kinerja keuangan 

yang berkelanjutan. 

4.2 Analisis Data 

 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan data 

dari tahun 2021 – 2023 yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang. Tujuan statistik deskriptif ini untuk memberikan 

gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang didasarkan 

pada nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar 

deviasi dari masing-masing variabel. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah penerimaan pajak air tanah (X), variabel intervening 

adalah pendapatan asli daerah (Z), sedangkan kinerja keuangan 

berkelanjutan (Y) sebagai variabel dependen. Berikut adalah statistik 

deskriptif untuk masing-masing variabel : 
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Tabel 4. 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
 

 
Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 

 
Berdasarkan tabel 4.4 di atas, nilai N menunjukan banyaknya data 

yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebanyak 36 data sampel yang 

diperoleh dari penerimaan pajak air tanah, pendapatan asli daerah dan 

kinerja keuangan berkelanjutan selama jangka waktu 3 tahun periode 

2021-2023. 

1. Penerimaan pajak air tanah menunjukan jumlah sampel sebanyak 36 

data dengan nilai minimum 359,057,361 dan nilai maksimum sebesar 

3,672,398,881 dengan rata rata penerimaan pajak air tanah adalah 

sebesar 1,086,064,922 dan standar deviasi sebesar 852,435,626. 

2. Pendapatan asli daerah menunjukan jumlah sampel sebanyak 36 data 

dengan nilai minimum 60,198,954,344 dan nilai maksimum sebesar 

102,833,523... dengan rata rata pendapatan asli daerah adalah sebesar 

83,810,891,696 dan standar deviasi sebesar 11,465,882,534. 

3. Kinerja keuangan berkelanjutan menunjukan jumlah sampel sebanyak 

36 data dengan nilai minimum 26.17 dan nilai maksimum sebesar 

27.92 dengan rata rata kinerja keuangan berkelanjutan sebesar 

27.1067 dan standar deviasi sebesar 0,72995. 
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Asumsi klasik digunakan untuk memastikan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gangguan uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi sebelum 

nantinya menggunakan uji hipotesis. 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

 

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah dalam regresi 

variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogrov 

Smirnov (KS) test. Jika signifikan < 0,05 maka data tidak berdistribusi 

normal. Jika signifikan > 0,05 maka data dianggap berdsitribusi 

normal (Irfan et., al, 2024). 

Tabel 4. 5 Uji Normalitas Model 1 
 
 

 
Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 
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Berdasarkan tabel pengolahan data diatas, diperoleh nilai 

besarnya Kolmogrov Smirnov (KS) sebesar 0,079 pada signifikan 

0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal 

dikarenakan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa 

penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 4. 6 Tabel Uji Normalitas Model 2 
 

 
Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 

 
Berdasarkan tabel pengolahan data diatas, diperoleh nilai 

besarnya Kolmogrov Smirnov (KS) sebesar 0,122 pada signifikan 

0,192. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal 

dikarenakan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa 

penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. 

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

 

Menurut (Irfan et., al, 2024), uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 
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variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan linier 

(multikolinearitas) dalam regresi, perlu dipertimbangkan besaran nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) dan juga nilai toleransi. 

1. Nilai Tolerance : 

 

a. Jika nilai Tolerance > 0,10, maka tidak terjadi 

multikolinearitas dalam model regresi. 

b. Jika nilai Tolerance < 0,10, maka terjadi multikolinearitas 

dalam model regresi. 

2. Nilai VIF: 

 

a. Jika nilai VIF < 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas 

dalam model regresi. 

b. Jika nilai VIF > 10,00, maka terjadi multikolinearitas dalam 

model regresi. 

Tabel 4. 7 Uji Multikolineritas Model 1 
 

 
Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 

 
Berdasarkan data tabel diatas, nilai tolerance penerimaan pajak 

air tanah adalah sebesar 1,000 Adapun nilai VIF dari penerimaan 

pajak air tanah adalah sebesar 1,000. Dari variabel tersebut nilai 

tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak 

terjadi gejala multikolinearitas variabel bebas dalam penelitian ini. 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b02a5dd8391289d9f514294500ab27f67c8432b59159d5b7b94964649a33234bJmltdHM9MTc2MTI2NDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=069753bc-f64b-6de4-20b1-4651f70e6c37&psq=nilai%2Btolerance%2Bdan%2Bvif&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc3Bzc2luZG9uZXNpYS5jb20vMjAxNC8wMi91amktbXVsdGlrb2xvbmllcml0YXMtZGVuZ2FuLW1lbGloYXQuaHRtbA&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b02a5dd8391289d9f514294500ab27f67c8432b59159d5b7b94964649a33234bJmltdHM9MTc2MTI2NDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=069753bc-f64b-6de4-20b1-4651f70e6c37&psq=nilai%2Btolerance%2Bdan%2Bvif&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc3Bzc2luZG9uZXNpYS5jb20vMjAxNC8wMi91amktbXVsdGlrb2xvbmllcml0YXMtZGVuZ2FuLW1lbGloYXQuaHRtbA&ntb=1
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Tabel 4. 8 Uji Multikolineritas Model 2 

 

 
Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 

 
Berdasarkan data tabel diatas, nilai tolerance penerimaan pajak 

air tanah adalah sebesar 0,888 Adapun nilai VIF dari penerimaan 

pajak air tanah adalah sebesar 1,127. Nilai tolerance pendapatan asli 

daerah adalah sebesar 0,888 Adapun nilai VIF dari penerimaan pajak 

air tanah adalah sebesar 1,127. Dari variabel tersebut nilai tolerance > 

0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala 

multikolinearitas variabel bebas dan variabel intervening dalam 

penelitian ini. 

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memverifikasi apakah 

dalam model regresi ada ketidaksetaraan dalam varian dari residual 

pengamatan ke pengamatan lain yang dapat dilihat melalui grafik 

scatterplot antara nilai prediksi variabel independen dengan nilai 

redisualnya (Irfan et., al, 2024). Dasar yang digunakan untuk 

menentukan heretoskedastisitas antara lain : 
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a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, dan menyempit) 

maka mengindekasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas Model 1 

 

 
Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 

 
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 4.1 

menggunakan scatterplot pada Model 1, terlihat bahwa titik-titik data 

menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 

(Regression Studentized Residual) tanpa membentuk pola tertentu 

yang jelas. Penyebaran titik-titik tidak menunjukkan pola seperti 

mengumpul, melebar, atau menyempit, serta tidak membentuk pola 

gelombang atau corong. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga asumsi 

homoskedastisitas terpenuhi. Dengan demikian, model regresi layak 
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digunakan untuk prediksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan 

variabel independen yang digunakan. 

Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas Model 2 

 

 
Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 

 
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 4.2 

menggunakan scatterplot pada Model 2, terlihat bahwa titik-titik data 

tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang 

sistematis. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y tanpa adanya pola mengumpul, melebar, menyempit, atau 

membentuk pola khusus lainnya. Penyebaran yang acak ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam 

model regresi. Dengan terpenuhinya asumsi homoskedastisitas, maka 

model regresi ini dapat diandalkan untuk memprediksi Kinerja 

Keuangan Berkelanjutan dan memenuhi salah satu syarat analisis 

regresi linear berganda yang baik. 
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4.2.2.4 Uji Autokorelasi 

 

Menurut (Irfan et., al, 2024), uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah 

autokorelasi yang dapat di deteksi melalui dengan nilai Durbin 

Watson. 

1. Jika 0 < d < dL, berarti ada autokorelasi positif. 

 

2. Jika 4 – dL < d < 4, berarti ada auto korelasi negatif. 

 

3. Jika 2 < d < 4 – dua atau dua < d < 2, berarti tidak ada auto 

korelasi positif atau negatif. 

4. Jika dL ≤ d ≤ dU atau 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL, pengujian tidak 

meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau 

menambah data. 

5. Jika nilai du < d < 4-du maka tidak terjadiautokorelasi. 

 

Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi Model 1 
 
 

 
Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 

 
Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

perolehan Durbin Watson (DW) adalah sebesar 1.904. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa dari angka Durbin Watson itu tidak terjadi 

autokorelasi karena dU < dW < 4 - dU (1.5872 < 1.904 < 2.4128). 

Tabel 4. 10 Uji Autokorelasi Model 2 
 

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 

 
Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

perolehan Durbin Watson (DW) adalah sebesar 1.918. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dari angka Durbin Watson itu tidak terjadi 

autokorelasi karena dU < dW < 4 - dU (1.5872 < 1.918 < 2.4128). 

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda. Dari uji asumsi klasik di atas dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi secara normal dan tidak terdapat gejala multikolinieritas, 

dan heteroskedastisitas sehingga memenuhi syarat untuk melakukan 

analisis regresi linier berganda agar dapat melakukan pengujian terhadap 

hipotesis penelitian ini menganalisis pengaruh penerimaan pajak air tanah 

terhadap kinerja keuangan berkelanjutan dengan pendapatan asli daerah 

sebagai variabel intervening (studi badan pendapatan daerah Deli Serdang) 

periode 2021-2023. Hasil persamaan regresi : 
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Tabel 4. 11 Hasil Analisis Linier Berganda Model 1 
 
 

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 
 

 

 
1. Konstanta (𝑎) 

Y = 26.538 + 5.236E-10 𝑿𝟏 + e 

 

Nilai konstanta dalam regresi ini sebesar 26.538 bernilai 

positif yang berarti jika variabel Penerimaan pajak air tanah tidak 

terjadi perubahan, maka Kinerja Keuangan Berkelanjutan akan 

bernilai sebesar 26.538. 

2. Penerimaan Pajak Air Tanah (β1) 

 

Koefisien regresi pada variabel Penerimaan Pajak Air Tanah 

sebesar 5.236E-10. Hal ini menunjukkan setiap terjadi peningkatan 

variabel Penerimaan Pajak Air Tanah sebesar satu satuan maka akan 

meningkatkan Kinerja Keuangan Berkelanjutan sebesar 5.236E-10. 

Tabel 4. 12 Hasil Analisis Linier Berganda Model 2 

 

 

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 
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Z = -3.286E+10 + 2.303 𝑿𝟏+ 421,172,094.9 Y + e 

 

1. Konstanta (𝑎) 

 

Nilai konstanta sebesar -3.286E+10 menunjukkan bahwa apabila 

variabel Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan bernilai nol, maka nilai Pendapatan Asli Daerah 

diprediksi sebesar -3.286E+10. Konstanta ini merepresentasikan 

nilai dasar Pendapatan Asli Daerah sebelum dipengaruhi oleh 

variabel independen dalam model. 

2. Penerimaan Pajak Air Tanah (β1) 

 

Variabel Penerimaan Pajak Air Tanah memiliki koefisien regresi 

sebesar 2.303. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan Penerimaan 

Pajak Air Tanah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 

2.303 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. 

 

3. Kinerja Keuangan Berkelanjutan (β2) 

 

Variabel Kinerja Keuangan Berkelanjutan memiliki koefisien regresi 

sebesar 4,211,720,949. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan Kinerja 

Keuangan Berkelanjutan akan meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah sebesar 4,211,720,949 satuan dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

4.2.4 Uji Hipotesis 

 

Uji hipotesis dalam analisis regresi linear berganda terdiri dari dua 

jenis pengujian, yaitu uji t (uji parsial) dan uji F (uji simultan). Uji t 

digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen 
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secara individual terhadap variabel dependen, sedangkan uji F digunakan 

untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam kedua 

uji ini adalah dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat 

alpha 0.05, dimana jika nilai signifikansi < 0.05 maka hipotesis diterima 

yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan (Irfan et., al, 2024). 

a. Hasil Uji Pengaruh Langsung 

 

1. (Uji t) 

 

Tabel 4. 13 Hasil Uji t Model 1 

 
 

Coefficientsa 
 
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
 

 
t 

 
 

 
Sig. Model  B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.538 .160  166.298 .000 

X_PPAT 5.236E-10 .000 .611 4.506 .000 

a. Dependent Variable: Y_KKB 

 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.13, variabel Penerimaan Pajak 

Air Tanah memiliki koefisien regresi sebesar 5.236E-10 dengan nilai t 

hitung sebesar 4.506 dan nilai signifikansi 0.000 (< 0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Air Tanah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan secara parsial. 

Konstanta sebesar 26.538 dengan nilai signifikansi 0.000 juga 

menunjukkan bahwa konstanta memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Air 
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Tanah secara individual memiliki pengaruh yang nyata dalam menjelaskan 

variasi Kinerja Keuangan Berkelanjutan. 

2. (Uji f) 

 

Tabel 4. 14 Hasil Uji f Model 1 
 
 

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 

 

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.14, diperoleh nilai F hitung 

sebesar 20.305 dengan nilai signifikansi < 0.001 (< 0.05). Nilai Sum of 

Squares untuk Regression adalah 6.973 dan Residual sebesar 11.676, 

dengan Total Sum of Squares 18.649. Hal ini menunjukkan bahwa model 

regresi yang terbentuk layak (fit) dan variabel independen Penerimaan 

Pajak Air Tanah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen Kinerja Keuangan Berkelanjutan. Model ini dapat 

digunakan untuk memprediksi Kinerja Keuangan Berkelanjutan 

berdasarkan variabel Penerimaan Pajak Air Tanah. 
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b. Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung 

 

1. (Uji t) 

 

Tabel 4. 15 Hasil Uji t Model 2 

 

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 

 
Hasil uji t pada Tabel 4.15, menunjukkan bahwa variabel 

Penerimaan Pajak Air Tanah memiliki koefisien regresi sebesar 2.303 

dengan nilai signifikansi 0.403 (> 0.05), sedangkan Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan memiliki koefisien sebesar 4,211,720,949 dengan nilai 

signifikansi 0.193 (> 0.05). Kedua variabel tersebut tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah karena nilai 

signifikansi keduanya lebih besar dari 0.05. Konstanta sebesar -3.286E+10 

juga menunjukkan nilai signifikansi 0.699 (> 0.05), yang berarti tidak 

signifikan. 
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2. (Uji f) 
 

Tabel 4. 16 Hasil Uji f Model 2 
 
 

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 
 

Berdasarkan Tabel 4.16, nilai F hitung sebesar 3.081 dengan nilai 

signifikansi 0.059 (> 0.05) menunjukkan bahwa secara simultan variabel 

Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meskipun nilai 

Sum of Squares Regression sebesar 7.240E+20 cukup besar, namun model 

ini tidak cukup kuat untuk menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah 

pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian, model regresi ini 

kurang layak untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan 

variabel Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan. 

c. Koefisien Determinasi 

 

Koefisien determinasi (R²) merupakan ukuran yang digunakan untuk 

menilai seberapa besar kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R² berkisar antara 0 hingga 1, 

dimana semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik 

dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam analisis regresi linear 
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berganda, Adjusted R Square lebih sering digunakan karena telah 

disesuaikan dengan jumlah variabel dan ukuran sampel, sehingga 

memberikan estimasi yang lebih akurat dibandingkan R Square biasa 

(Irfan et., al, 2024). 

Tabel 4. 17 Hasil Uji Determinasi (Uji R2) 
 

 

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025) 

 
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.17, diperoleh nilai R sebesar 

0.637 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat 

antara variabel independen (Konstanta, Pendapatan Asli Daerah, 

Penerimaan Pajak Air Tanah) dengan variabel dependen (Kinerja 

Keuangan Berkelanjutan). Nilai R Square sebesar 0.406 menunjukkan 

bahwa 40.6% variasi Kinerja Keuangan Berkelanjutan dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel independen dalam model, sedangkan sisanya 

sebesar 59.4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. 

Nilai Adjusted R Square sebesar 0.370 mengindikasikan bahwa 

setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dan ukuran 

sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variasi Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan adalah sebesar 37%. Standar Error of the Estimate sebesar 

0.57955 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil, yang 
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berarti model cukup akurat dalam memprediksi nilai Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan. Secara keseluruhan, model ini memiliki kemampuan 

moderat dalam menjelaskan variabel dependen. 

4.3 Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumen laporan keuangan 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang periode 2021-2023, 

ditemukan bahwa instansi ini belum menerapkan pengukuran Kinerja 

Keuangan Berkelanjutan (KKB) secara komprehensif sebagaimana yang 

direkomendasikan oleh (Mahmudi, 2016). Pengukuran kinerja keuangan yang 

dilakukan masih bersifat konvensional, yaitu hanya fokus pada realisasi target 

penerimaan pajak dan retribusi daerah, tingkat efektivitas pemungutan pajak, 

serta kontribusi nominal setiap jenis pajak terhadap total PAD. Pendekatan 

konvensional ini memiliki keterbatasan mendasar karena hanya berorientasi 

jangka pendek tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan fiskal jangka 

panjang, sehingga Bapenda cenderung fokus pada pencapaian target tahunan 

tanpa memperhatikan apakah pola penerimaan dapat dipertahankan secara 

konsisten di masa mendatang. 

Volatilitas penerimaan Pajak Air Tanah yang berfluktuasi dari 31.5% 

di tahun 2021, melonjak menjadi 49.5% di tahun 2022, kemudian turun 

menjadi 41.5% di tahun 2023, tidak dapat terdeteksi sebagai masalah sistemik 

karena ketiadaan indikator stabilitas dan predictability dalam sistem 

pengukuran yang ada. Menurut (Bird & Zolt, 2005), efektivitas sistem 

perpajakan daerah sangat bergantung pada konsistensi dan predictability 
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dalam proses pemungutan, dimana fluktuasi ekstrem mengindikasikan 

lemahnya infrastruktur administrasi pajak dan sistem monitoring yang tidak 

terstandarisasi. Ketiadaan pengukuran KKB ini menyebabkan Bapenda 

kesulitan dalam merumuskan strategi jangka panjang untuk meningkatkan 

kemandirian fiskal, mengidentifikasi sumber-sumber ketidakstabilan dalam 

penerimaan pajak, mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan terhadap 

keberlanjutan fiskal daerah, serta membandingkan kinerja keuangan daerah 

dengan standar optimal yang seharusnya dicapai. 

Jika Bapenda Kabupaten Deli Serdang menerapkan pengukuran 

Kinerja Keuangan Berkelanjutan secara sistematis, beberapa dampak positif 

dapat diperoleh antara lain peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap 

masalah fiskal melalui indikator seperti Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio 

Ketergantungan Keuangan, dan Rasio Desentralisasi Fiskal yang 

memungkinkan volatilitas Pajak Air Tanah langsung terdeteksi sebagai 

ancaman sehingga manajemen dapat mengambil tindakan korektif lebih awal. 

Pendapat (Mahmudi, 2016), menekankan bahwa sistem peringatan dini dalam 

pengelolaan keuangan daerah hanya dapat berfungsi optimal jika didukung 

oleh indikator-indikator yang mampu menangkap aspek keberlanjutan, bukan 

hanya pencapaian target jangka pendek. Selain itu, pengukuran KKB 

memungkinkan perumusan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi 

dengan target jangka panjang seperti "Meningkatkan Rasio Desentralisasi 

Fiskal dari 27.23% menjadi 35% dalam 5 tahun" yang lebih strategis 

dibandingkan target konvensional berbasis rupiah, peningkatan akuntabilitas 
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dan transparansi sesuai prinsip good governance (Halim & Kusufi, 2014), 

kemudahan dalam benchmarking dengan daerah lain, serta kredibilitas 

dokumen perencanaan yang lebih baik. 

Sebaliknya, jika Bapenda tetap menggunakan pendekatan 

konvensional tanpa mengadopsi pengukuran KKB, beberapa dampak negatif 

dapat terjadi. Pertama, ketidakmampuan mengantisipasi krisis fiskal karena 

Bapenda berisiko mengalami "fiscal cliff" yang terjadi secara tiba-tiba, 

misalnya akibat pemotongan Dana Transfer Pusat. (Bird & Zolt, 2005) 

mengingatkan bahwa banyak pemerintah daerah di negara berkembang 

mengalami krisis fiskal karena tidak memiliki sistem monitoring 

keberlanjutan fiskal yang memadai. Kedua, ilusi kinerja yang menyesatkan 

dimana surplus anggaran dan peningkatan nominal PAD menciptakan 

persepsi bahwa kinerja sudah baik, padahal efektivitas PAD yang hanya 

61.6% - 69.2% (jauh di bawah standar optimal 90%) menunjukkan masih 

banyak potensi yang belum tergali. Ketiga, strategi yang parsial dan tidak 

sustainable karena fokus pada target jangka pendek yang berisiko 

menciptakan disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi 

basis pajak di masa depan (Mahmudi, 2019). Keempat, hilangnya peluang 

optimalisasi sumber daya, rendahnya daya saing dalam mendapatkan insentif 

dari pemerintah pusat, serta kesulitan dalam manajemen utang daerah karena 

kreditor menilai kemampuan bayar berdasarkan indikator keberlanjutan 

fiskal. 
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Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan solusi komprehensif baik 

jangka pendek maupun jangka menengah. Untuk jangka pendek (1-2 tahun), 

Bapenda perlu membentuk Tim Khusus Pengembangan Sistem KKB yang 

bertugas melakukan kajian mendalam, menyusun SOP untuk pengumpulan 

data dan perhitungan indikator KKB, serta melakukan sosialisasi internal 

kepada seluruh pegawai. Perbaikan Sistem Informasi Manajemen yang 

terintegrasi dan mampu menghitung indikator KKB secara otomatis dan real- 

time juga menjadi prioritas, karena menurut (Fernandes & Putri, 2022), 

sistem informasi perpajakan yang robust merupakan prasyarat bagi efektivitas 

pengelolaan pajak daerah dan pengukuran kinerja yang akurat. Pelatihan dan 

capacity building untuk memastikan seluruh pegawai memahami konsep 

KKB serta pilot project implementasi KKB untuk Pajak Air Tanah dapat 

dilakukan sebagai langkah awal mengingat penelitian ini menunjukkan 

pengaruh signifikannya terhadap KKB. 

Untuk jangka menengah (3-5 tahun), diperlukan reformasi 

komprehensif sistem administrasi perpajakan yang mencakup perbaikan 

database wajib pajak dengan implementasi sistem verifikasi silang dan 

teknologi GIS untuk pemetaan objek pajak, penguatan mekanisme 

pengawasan melalui peningkatan frekuensi pemeriksaan lapangan dan 

penerapan sanksi administratif yang tegas, serta digitalisasi layanan 

perpajakan yang menurut (Bird & Zolt, 2005) dapat meningkatkan 

compliance rate hingga 30-40%. Strategi intensifikasi melalui audit pajak 

terhadap wajib pajak besar dan program edukasi, serta ekstensifikasi melalui 
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pemetaan potensi pajak yang belum tergali perlu dilakukan secara terstruktur. 

Integrasi KKB dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan 

Renja Bapenda juga penting untuk memastikan komitmen dan akuntabilitas 

(Mahmudi, 2016). Mengingat kontribusi Pajak Air Tanah yang relatif kecil 

(kurang dari 2.5% dari total PAD), diversifikasi sumber PAD melalui 

optimalisasi pajak-pajak dengan potensi besar seperti Pajak Hotel dan 

Restoran, peningkatan retribusi daerah, serta optimalisasi hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi strategi fundamental untuk 

mengurangi risiko ketergantungan pada satu atau beberapa sumber 

pendapatan saja (Halim, 2014). 

4.3.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Kinerja 

Keuangan Berkelanjutan 

Berdasarkan hasil uji t pada Model 1 (Tabel 4.13), diperoleh nilai 

koefisien regresi sebesar 5.236E-10 dengan nilai t hitung 4.506 dan 

signifikansi 0.000 (< 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak 

Air Tanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

setiap peningkatan penerimaan Pajak Air Tanah akan berkontribusi pada 

peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan daerah, yang dalam penelitian ini 

diukur menggunakan Rasio Desentralisasi Fiskal. 

Hasil uji F pada Model 1 (Tabel 4.14) memperkuat temuan tersebut 

dengan nilai F hitung sebesar 20.305 dan signifikansi < 0.001, yang 

menunjukkan bahwa model regresi layak dan Penerimaan Pajak Air Tanah 
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secara signifikan mempengaruhi Kinerja Keuangan Berkelanjutan. Nilai 

Adjusted R Square sebesar 0.370 (Tabel 4.17) mengindikasikan bahwa 37% 

variasi Kinerja Keuangan Berkelanjutan dapat dijelaskan oleh variabel 

Penerimaan Pajak Air Tanah, sedangkan sisanya 63% dipengaruhi oleh faktor 

lain di luar model penelitian. 

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 

2016) yang menyatakan bahwa pajak memiliki fungsi budgetair sebagai 

sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam 

konteks otonomi daerah, Pajak Air Tanah sebagai komponen pajak daerah 

memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Semakin 

optimal pemungutan Pajak Air Tanah, maka semakin besar kontribusinya 

terhadap kemandirian fiskal daerah, yang pada akhirnya meningkatkan 

kinerja keuangan berkelanjutan. 

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Widyawati, 2022) 

yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Widyawati menjelaskan bahwa 

optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi kunci dalam meningkatkan 

kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan 

publik secara berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Deli Serdang, 

meskipun realisasi Pajak Air Tanah menunjukkan fluktuasi yang cukup 

signifikan selama periode 2021-2023 (dari 31.5% pada tahun 2021, 

meningkat drastis menjadi 49.5% pada tahun 2022, kemudian menurun 
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menjadi 41.5% pada tahun 2023), namun kontribusinya terhadap peningkatan 

rasio desentralisasi fiskal tetap signifikan secara statistik. 

Perspektif teoritis dari (Halim, 2014) juga mendukung temuan ini, di 

mana dinyatakan bahwa semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal 

suatu daerah. Kemandirian fiskal yang meningkat akan tercermin dalam 

Rasio Desentralisasi Fiskal yang lebih baik, yang merupakan indikator utama 

kinerja keuangan berkelanjutan dalam penelitian ini. Data menunjukkan 

bahwa meskipun Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Deli Serdang masih 

relatif rendah (berkisar antara 26.17% hingga 27.92%), namun terdapat tren 

peningkatan dari tahun 2021 ke 2022, yang mengindikasikan adanya 

perbaikan kinerja keuangan daerah seiring dengan upaya optimalisasi 

penerimaan pajak daerah termasuk Pajak Air Tanah. 

Dari perspektif keberlanjutan fiskal, temuan ini sejalan dengan konsep 

yang dikemukakan oleh (OECD, 2015) bahwa keberlanjutan fiskal 

merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan kebijakan fiskal 

jangka panjang tanpa menimbulkan risiko krisis keuangan. Kontribusi 

signifikan Pajak Air Tanah terhadap kinerja keuangan berkelanjutan 

menunjukkan bahwa optimalisasi sumber pendapatan daerah, khususnya dari 

sektor pajak daerah, menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas fiskal 

jangka panjang. 

Namun demikian, volatilitas yang terjadi dalam penerimaan Pajak Air 

Tanah selama periode penelitian mengindikasikan perlunya perbaikan 
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sistemik dalam pengelolaan dan pemungutan pajak. Sebagaimana 

dikemukakan oleh (Bird & Zolt, 2005), efektivitas sistem perpajakan daerah 

sangat bergantung pada konsistensi dan predictability dalam proses 

pemungutan. Fluktuasi ekstrem yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang 

menunjukkan lemahnya infrastruktur administrasi pajak, yang dapat 

mengganggu keberlanjutan kontribusi Pajak Air Tanah terhadap kinerja 

keuangan daerah di masa mendatang. 

4.3.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja 

Keuangan Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai 

variabel intervening 

Hasil uji t pada Model 2 (Tabel 4.15) menunjukkan bahwa 

Penerimaan Pajak Air Tanah memiliki koefisien regresi sebesar 2.303 dengan 

nilai signifikansi 0.403 (> 0.05), dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan 

memiliki koefisien sebesar 4,211,720,949 dengan nilai signifikansi 0.193 (> 

0.05). Hasil ini mengindikasikan bahwa baik Penerimaan Pajak Air Tanah 

maupun Kinerja Keuangan Berkelanjutan tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Temuan uji F pada Model 2 (Tabel 

4.16) memperkuat hasil tersebut dengan nilai F hitung sebesar 3.081 dan 

signifikansi 0.059 (> 0.05), yang menunjukkan bahwa secara simultan kedua 

variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

tidak berperan sebagai variabel intervening yang signifikan dalam hubungan 

antara Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan. 
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Dengan kata lain, pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja 

Keuangan Berkelanjutan bersifat langsung (direct effect), bukan melalui 

mediasi PAD (indirect effect). 

Hasil ini dapat dijelaskan dari beberapa perspektif teoritis dan empiris. 

Pertama, dari segi proporsi kontribusi, Pajak Air Tanah merupakan salah satu 

dari banyak komponen PAD. Data penelitian menunjukkan bahwa realisasi 

Pajak Air Tanah berkisar antara Rp 6 miliar hingga Rp 22.1 miliar per tahun, 

sementara realisasi PAD total mencapai Rp 926 miliar hingga Rp 1,049 

triliun per tahun. Proporsi yang relatif kecil ini (kurang dari 2.5% dari total 

PAD) menyebabkan fluktuasi dalam Pajak Air Tanah tidak cukup signifikan 

untuk mempengaruhi perubahan PAD secara keseluruhan. 

Kedua, sebagaimana dikemukakan oleh Halim dan Kusufi (2014), 

PAD terdiri dari berbagai komponen termasuk pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang 

sah. Dalam konteks Kabupaten Deli Serdang, komponen PAD lain seperti 

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan berbagai jenis retribusi daerah 

memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan Pajak Air Tanah. Hal 

ini menyebabkan variasi dalam Pajak Air Tanah tidak secara signifikan 

menggerakkan total PAD. 

Penelitian serupa yang mendukung hasil penelitian ini adalah studi 

oleh (Abiyyi, 2024), yang menemukan bahwa pajak air tanah tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap PAD secara parsial, sedangkan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan memberikan pengaruh signifikan 
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terhadap PAD. Temuan ini memperkuat bahwa variasi dalam penerimaan 

pajak air tanah tidak mempengaruhi PAD secara kuat karena PAD terdiri 

dari komponen-komponen lain yang lebih dominan dalam memberikan 

kontribusi. 

Selain itu, penelitian oleh (Arrahman, 2023), yang menunjukkan 

bahwa variabel Penerimaan Pajak Air Tanah secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Semarang, meskipun 

efektivitas penerimaan pajak ini dikategorikan sangat efektif pada beberapa 

tahun penelitian. Hasil ini menegaskan bahwa kontribusi Pajak Air Tanah 

terhadap PAD relatif kecil dan tidak cukup dominan untuk memengaruhi 

total PAD secara signifikan. 

Dari perspektif administrasi perpajakan, (Bird & Zolt, 2005) 

menekankan bahwa efektivitas sistem perpajakan daerah sangat bergantung 

pada konsistensi dan predictability dalam proses pemungutan. Data penelitian 

menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah di Kabupaten Deli Serdang mengalami 

volatilitas yang sangat tinggi dengan tingkat capaian yang berfluktuasi drastis 

antar tahun. Ketidakstabilan ini mengindikasikan lemahnya infrastruktur 

administrasi pajak, sistem pendataan wajib pajak yang tidak memadai, dan 

inkonsistensi dalam mekanisme pengawasan dan pemungutan. Kondisi ini 

menyebabkan kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD tidak stabil dan tidak 

dapat diandalkan sebagai variabel mediasi. 

Selanjutnya, (Mahmudi, 2019) menjelaskan bahwa untuk PAD dapat 

berperan sebagai variabel intervening yang efektif, diperlukan stabilitas dan 
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predictability dalam penerimaan komponen-komponennya. Data 

menunjukkan bahwa meskipun PAD Kabupaten Deli Serdang menunjukkan 

tren peningkatan nominal dari Rp 926 miliar (2021) menjadi Rp 1,049 triliun 

(2023), namun tingkat efektivitas PAD masih berfluktuasi dan belum 

mencapai standar optimal minimal 90%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

PAD sendiri masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaannya, 

sehingga peran mediasinya terhadap hubungan antara komponen- 

komponennya dengan kinerja keuangan berkelanjutan menjadi tidak 

signifikan. 

Meskipun PAD tidak berperan sebagai variabel intervening yang 

signifikan, temuan penelitian tetap menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak 

Air Tanah memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan Berkelanjutan (Model 1). Hal ini mengindikasikan bahwa 

mekanisme pengaruh Pajak Air Tanah terhadap kinerja keuangan daerah tidak 

harus melalui mediasi PAD, tetapi dapat bersifat langsung melalui 

kontribusinya terhadap peningkatan rasio desentralisasi fiskal. 

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa untuk meningkatkan 

kinerja keuangan berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang, diperlukan strategi 

komprehensif yang tidak hanya fokus pada optimalisasi Pajak Air Tanah, 

tetapi juga pada perbaikan sistem administrasi perpajakan secara keseluruhan, 

diversifikasi sumber-sumber PAD, dan penguatan kapasitas institusional 

Badan Pendapatan Daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh (Fernandes & 

Putri, 2022), volatilitas dalam penerimaan pajak daerah dapat diatasi melalui 
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reformasi menyeluruh dalam sistem administrasi pajak daerah, termasuk 

perbaikan database wajib pajak, peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, 

dan optimalisasi koordinasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan 

pemungutan pajak. 

Kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun 

Penerimaan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan Berkelanjutan secara langsung, namun PAD tidak berperan sebagai 

variabel intervening yang signifikan dalam hubungan tersebut. Temuan ini 

memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang mekanisme 

pengaruh komponen pajak daerah terhadap kinerja keuangan daerah, serta 

memberikan implikasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 

dalam merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan 

kinerja keuangan berkelanjutan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan 

dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening (Studi Badan 

Pendapatan Daerah Deli Serdang), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Penerimaan Pajak Air Tanah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang. Hal 

ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi realisasi penerimaan Pajak 

Air Tanah, maka akan semakin meningkat pula Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan yang tercermin melalui peningkatan rasio desentralisasi 

fiskal daerah. 

b. Pendapatan Asli Daerah tidak berperan sebagai variabel intervening 

yang signifikan dalam hubungan antara Penerimaan Pajak Air Tanah 

dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan. Hal ini dapat diketahui bahwa 

pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan 

Berkelanjutan bersifat langsung tanpa melalui mediasi Pendapatan Asli 

Daerah. 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan temuan-temuan yang telah 

diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi praktis bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut: 
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a. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu 

melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan melalui perbaikan 

database wajib pajak, implementasi sistem monitoring yang efektif, 

intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Air Tanah, serta 

penguatan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi volatilitas 

penerimaan dan meningkatkan konsistensi pencapaian target pajak. 

b. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel 

independen lain seperti pajak daerah lainnya dan retribusi daerah, 

memperpanjang periode pengamatan, menggunakan indikator kinerja 

keuangan yang lebih beragam, serta menerapkan pendekatan kualitatif 

atau mixed method untuk mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor 

yang mempengaruhi volatilitas penerimaan Pajak Air Tanah. 
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